
WALIKOTA MAKASSAR, 

Mengingat 

Menimbang : -a. 9ahwa :1 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Reraturian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

I ,,r 

Nomor :! 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti 
Kerugi~n Negara Terhadap Bendahara, dipandang perlu 
rliembe[ntuk Tim Penyelesalan Kerugian Negara/Daerah (TPKN) 
8ada l)ngkup · Pemerintah Kota Makassar sebagai pengganti 
~ajelis;I Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

. qanti ~ugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota 
filakass,ar yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 
(~) Pera11 turan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; 

I I 

b. ~ahwa ii untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu 
ditetap~an dengan Peraturan Walikota Makassar tentang 
~~mbe~tukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada _Lingkup 
~emerir-1.tah. Kota.Makassar. 

I 1 

1. · Jndanci\-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
tjaerahtdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nc:imor 74, Tambahan Lembaran 
~egara!IR~publik Indonesia Nomor 1822); .· . 

. 2. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentang · Keuangan 
, •I 

~egara!! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor JI 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor '~286) · · 

1 II . ' · 
3. Undand-Undanqn Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

I· , . 
~egaraj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor ! 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

I I . 
~omor if 355); 

4. Undan~.-Undangn Nomor · 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peratu~bn Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
If,done~ia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara · 
Republjk Indonesia Nomor 4389); 

: 11 

5. Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pienge1d11aan dan Tanggungjawab Keuangan Negara· (Lembaran 
Negara:1 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

/, ,, . 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 

i 

PEMBENTU~N TI~ PENVELESAIAN. KERUGIAN NEGARA/DAERAH · 
. PADA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

NOMOR: 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 

llVALIKOTA MAKASSAR 



Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

IV. Anggota 

III. Sekretaris 

II. Wakil Ketua 

Ketua I. 

Menetapkan 

6. Uindang;~undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
qaerahj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

· N,omor ! 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N;omor 11 4437), sebagaimana telah diubah terakhlr dengan 
qndang'-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
K!edua /~tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
P~meri~tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Ihdone~ia Tahun 2008 Nomor 4844); 

1, II 
7. UndangrUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan · 

P1emeril<11 sa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
I I 

Tfahun 12.006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Ipdone~ia Tahun 2006 Nomor 4421); 

8. P~eratur~n Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
I IJ ~atas-1::)1atas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten- 

kabupabsn Gowa, Maras dan Pangkajene dan Kepulauan dalam 
yingku~gan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
~egara!IRepublik Indonesia Nomor 2970); 

9. Pieratuhan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Narna !IKota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam 
Wilayaljl Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Ihdone~ia Tahun 1999 Nomor 193); 

10. ~eratu~bn Badan Pekeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 
3 Tahu'n 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 
~agaraJj Terhadap Ben~ahara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 147). . 

~ERA1jURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KE RU GIAN 

I II 

NEGA!j(A/DAERAH PADA LINGKUP PEMERINTAH KOTA 
~AKASSAR 

Membentuk Tim P~nyele$aian Kerugian Negara/Daerah pada lingkup Pemerintah 
Kota · Makassar, sel$njutnta disebut TPKN Kata Makassar dengan susunan sebagai 
berikut : 1 

1; 
. 'I 
: II I : Sek~etaris Daerah Kata Makassar. 

J: Ins~:ektur Kata Makassar. 

1 
: Kep~la Bagian Keuangan Setda Kata Makassar. 

I il 
I : 1. tsisten Bidang Pemerintahan; 
l 2. ~sisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial; 
I 3. 4sisten Bidang Keuangan dan Asset; 

4. Alsisten Bidang Administrasi dan Umum; 
1 5. ~epala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar; 
I 6. ~epala Bagian Hukum dan HAM Setda; 

7. ~epala Bagian Umum dan Kepegawaian Setda; 
8. ~epala Bagian Perlengkapan Setda; 
9. I~spektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan. 

11 



V. Sekretariat 1. KJsubag. Verifikasi dan Akuntansl; 
2. Ka1subag. Perbendaharaan; 

i· 3. K~1subag. Anggaran; 
! 4. Ks1subag. Dokumentasi dan Informasi Hukum; 

11 
I 5. 3 ~tiga) Orang Staf Golongan III; 
I 6. 2 €dua) Orang Staf Golongan II. 
j· li 

·' ~ Pasal 2 
I ii TPKN Kota Makassar bertuqas membantu Walikota Makassar dalam memproses 

penyelesaian keruqlan n~gara terhadap bendahara yang pembebanannya akan 
ditetapkan oleh Bad~n Pe1eriksa Keuangan, dengan uraian sebagai berikut : 

I 'I 
a. Ketua, memberij, arah~1n dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

tugas TPKN Kota Makassar,· 
I 'I I :, 

b. Wakil Ketua, bertuglas membantu Ketua dalam rangka koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksana~n tugas TPKN Kota Makassar. 

S k t · b rt' ii k d' . t h I k TPKN c. e re ans, e uqas meng oor mrr pena ausa aan pea sanaan tugas 
Kota Makassar. i !I 

d. Anggota, bertu~as ~!emberi dukungan data dan staf sesuai bidang tugas 
masing-masing da lam !rangka pelaksanaan tugas TPKN Kota Makassar. 

I 1 

I ! 
I 
I Pasal 3 
I 'I Dalam rnelaksanakan tuqas tersebut · pada Pasal 2, TPKN Kota Makassar 

melaksanakan fung~i seba'.bai berikut : 
I 11 ,. II 
i "• -- 

a. Menqlnventarlsasl kasus kerugian negara yang diterima; 

b M ' hlt . II h k II . . eng 1 ung jurn a er1ug1an negara; I . . 

c. Mengumpulkan I dan l melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa 
bendahara telah mela~ukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai sehingga m~ngakifuatkan terjadinya kerugian negara; 

d. Menginventarisali hart~ kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai 
jaminan penvelesalan ~erugian negara; 

I .I! 
1 I 

e. Menyelesaikan kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab 
Mutlat (SKTJM); I II 

j !I 

f. Memberi pertimbangaT kepada Walikota Makassar tentang kerugian negara 
sebagai bahan I peng,?mbilan keputusan dalam menetapkan pembebanan 
sementara; j !1 

II 

g. Menatausahakanl peny~lesaian keruglan negara; 

h. Menyampaikan ~poraf perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada 
Walikota Makasspr denqan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 



Berita Daerah KotalMaka~sar Tahun 2011 Nornor 1f? 

H.M. ANIS ZAKA~IA KAMA 

Diundangkan di Malkassar 
Pada tanggal 9 oJ-rna ~©>191 

SEKRETARI~~O:._:iAKASSAR, 

! i! 

Pasal 4 

Hal-hal yang belul;, di~tur dalam Peraturan ini, berkaitan dengan tehnis 
pelaksanaan Peratur11an ini //akan ditetapkan oleh Ketua TPKN Kota Makassar sesuai 
ketentuan peraturani peru~1dang-undangan; 

I ~ I 
1• :I Pasal 5 I ;t 

Biaya yang timbul 8a1am jj pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Bel~nja Daerah Kata Makassar. 

I .1 

' I I 
! : Pasal 6 

Pada saat berlakunJa Peraturan Walikata ini, maka Keputusan Walikata Makassar 
' JI Namar 900.05/548/Kep/Ul/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Majelis 

Pertimbangan Tuntutan Pbrbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 
Barang Daerah Perm/1 erinta1h Kata Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
1agi. /I 

I 1/ 
! ;, Pasal 7 

Peraturan ini mulai ierlaki sejak tanggal diundangkan. 
i ij 

Agar setiap orang dapat rmr.' engetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dalam Serita Daera~ Kata jMakassar. 

Ditetapkan di Makassar 
Pada tanqqa! 95~ J.uni 20111 

TA MAKASSAR, 


